
 
   

 
 
 

 

 
 

BUPATI KAPUAS 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 
 

PERATURAN BUPATI KAPUAS 

NOMOR  2  TAHUN 2022 
 
 

TENTANG 

 

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA UANG BUKU DAN REFERENSI SERTA 
RISET/PENELITIAN BAGI PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI 

YANG BERASAL DARI KABUPATEN KAPUAS 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KAPUAS, 

 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung peningkatan 

kualitas pendidikan Praja Institut Pemerintahan Dalam 

Negeri yang berasal dari Kabupaten Kapuas sesuai dengan 

perkembangan pendidikan kepamongprajaan, perlu 

memberikan bantuan biaya uang buku dan referensi serta 

riset/penelitian bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam 

Negeri yang berasal dari Kabupaten Kapuas sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah; 

b. bahwa untuk kelancaran pemberian biaya uang buku dan 
referensi serta riset/penelitian sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan pengaturan mengenai Pemberian 
Bantuan Biaya Uang Buku dan Referensi serta 

Riset/Penelitian bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam 
Negeri yang berasal dari Kabupaten Kapuas; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam  huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Uang Buku dan 

Referensi serta Riset/Penelitian bagi Praja Institut 
Pemerintahan Dalam Negeri yang berasal dari Kabupaten 
Kapuas; 

 

Mengingat 
 

: 
 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1820); 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4301); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

6. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2008 Nomor  91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2008 Nomor  127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2019 Nomor  42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 

3); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 

10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 

33); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA 
UANG BUKU DAN REFERENSI SERTA RISET/PENELITIAN 

BAGI PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI 
YANG BERASAL DARI KABUPATEN KAPUAS. 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan; 

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kapuas. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

5. Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN adalah 

Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 

6. Praja adalah Peserta Didik pada Program Diploma dan Program Sarjana di 

lingkungan IPDN.  
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Pasal 2 
 

 

Maksud Pemberian Bantuan Biaya Uang Buku dan Referensi serta Riset/Penelitian 
bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Yang Berasal dari Kabupaten 
Kapuas adalah merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya memotivasi 

Praja IPDN yang berasal dari Kabupaten Kapuas agar lebih berprestasi dan memiliki 
kompetensi sebagai bekal untuk membangun Pemerintah Kabupaten Kapuas. 

 
BAB II 

HAK DAN KEWAJIBAN 
 

Pasal 3 

  

(1) Praja IPDN yang berasal dari Kabupaten Kapuas berhak mendapat bantuan 

biaya uang buku dan referensi serta riset/penelitian. 

(2) Praja IPDN yang mendapat bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai kewajiban untuk melaporkan perkembangan studi setiap 

semesternya. 

(3) Untuk Praja yang telah selesai masa pendidikan bersedia untuk mengabdi 

kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas. 
 

 

 

BAB III 

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA 

Pasal 4 

  

(1) Bantuan biaya yang diberikan berupa : 

a. Bantuan biaya uang buku dan referensi bagi Praja Tingkat I, Tingkat II, 

Tingkat III dan Tingkat IV yang diberikan setiap satu tahun sekali; dan 

b. Bantuan biaya Riset/penelitian bagi Praja Tingkat IV yang melaksanakan 

tugas akhir/penelitian. 

(2) Besaran bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Bupati. 
 

 

BAB IV 

PERSYARATAN 
 

 Pasal 5 

 

 

Syarat-syarat pemberian bantuan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 

adalah sebagai berikut : 

a. Bantuan biaya uang buku dan referensi : 

1. Mengajukan permohonan/proposal; 

2. Surat keterangan sebagai Praja IPDN dari IPDN; dan 

3. Laporan perkembangan studi. 

b. Bantuan biaya riset/penelitian: 

1. Mengajukan permohonan/proposal; 
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2. Surat penugasan magang/surat keterangan sedang melaksanakan penelitian 

tugas akhir dari IPDN; dan 

3. Laporan perkembang studi.  

 

BAB V 

PENDANAAN 
 

Pasal 6 
 

Pendanaan pemberian bantuan biaya uang buku dan referensi serta 

riset/penelitian bagi Praja IPDN yang berasal dari Kabupaten Kapuas bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas dan sumber 

lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

  
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas. 

     
 Ditetapkan di Kuala Kapuas 
   pada tanggal, 27 Januari 2022 

 
BUPATI KAPUAS, 

 
 

 

                           ttd 
 

 

 

BEN BRAHIM S. BAHAT 

 
Diundangkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal, 27 Jauari 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, 
 

                                                                                  

                                  ttd 
 

     SEPTEDY 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 NOMOR 2 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


